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SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa 

menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah 

memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia 

mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang 

dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki 

Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. 

Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitivness Report 2017-

2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis 

di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan 

investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. 

Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di 

negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai 

cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara 

khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 

dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini 

membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang 

ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas 

korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), 

seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak 

sejak dini.
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Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum 

yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda 

khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak 

pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa 

Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk 

membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas 

Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, 

Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah 

memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga 

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. 

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A. 

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
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KATA PEGANTAR
EDITORIAL 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak 

buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan 

sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial 

kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan 

selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan 

tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang 

bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan 

berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. 

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang 

oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk 

memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, 

yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika 

hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh 

karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari 

masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya 

penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif 

mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut 

membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan 

sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. 

Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup 

tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan 

transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan 

integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini.  Pendidikan Antikorupsi 

ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan 

memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-

nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang 

bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa 

sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.
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Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program 

Studi masing-masing.  Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya 

yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian 

lagi  model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan 

materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 

hingga tahun 2018 ini.  Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua 

belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab 

tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: 

(1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, 

(4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) 

Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan 

Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi 

dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, 

(10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi 

dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.  

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (Training of the 

Trainer) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 

2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan 

sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik 

dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di 

dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada 

peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang 

dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari 

metode ToT hingga metode Micro Teaching pada tahun 2016 yang didahului dengan 

menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan 

dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini 

akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk 

dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi 
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ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga 

untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan 

ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film 

dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi 

pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan 

kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan 

penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan 

Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran 

buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di 

kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan gerakan internasiRnal penFegahan 

kRrupsi; 

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan berbagai kerjasama internasiRnal 

penFegahan kRrupsi; 

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasiRnal 

penFegahan kRrupsi; 

�� 0ahasisZa mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan 

pemberantasan kRrupsi di negara lain; 

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi .Rnvensi 

$ntikRrupsi bagi ,ndRnesia� 

POKOK BAHASAN

*erakan�gerakan, kerjasama dan instrumen internasiRnal penFegahan 

kRrupsi�

SUB POKOK BAHASAN

$� *erakan dan .erjasama ,nternasiRnal 3enFegahan .Rrupsi

%�  *erakan /embaga 6Zadaya ,nternasiRnal �,nternatiRnal 1*2s�

&� ,nstrumen ,nternasiRnal 3enFegahan .Rrupsi 

'� 3enFegahan .Rrupsi � %elajar dari 1egara /ain
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.Rrupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi Rleh masyarakat 

internasiRnal dan masyarakat ,ndRnesia pada saat ini� .Rrupsi tidak hanya menganFam pemenuhan 

hak�hak dasar manusia dan menyebabkan maFetnya demRkrasi dan prRses demRkratisasi, namun 

juga menganFam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat 

pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan Rrang di seluruh dunia�

0engenai hal tersebut, dalam .ata 3engantar the Global Program Against Corruption, United 

Nations Anti-Corruption Toolkit, Rleh $ntRniR 0aria &Rsta, 'irektur (ksekutiI  812'& disebutkan 

bahZa �

Since ����� XnSrecedenWed eIIorWs haYe Eeen Pade Wo raise awareness aEoXW corrXSWion� iWs 

insidious nature and the damaging effects it has on the welfare of entire nations and their 

peoples. Corruption not only distorts economic decision-making, it also deters investment, 

undermines competitiveness and, ultimately, weakens economic growth. Indeed, there 

is evidence that the social, legal, political and economic aspects of development are all 

linNed� and WhaW corrXSWion in an\ one secWor iPSedes deYeloSPenW in WheP all �81O'&: 

�����. 

.einginan masyarakat internasiRnal dan masyarakat ,ndRnesia untuk memberantas kRrupsi 

dalam rangka meZujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung�

jaZab sangat besar� .einginan ini hendak diZujudkan tidak hanya di sektRr publik namun juga di 

sektRr sZasta� *erakan ini dilakukan baik Rleh pemerintah, Rrganisasi internasiRnal dan nasiRnal, 

/embaga 6Zadaya ,nternasiRnal �,nternatiRnal 1*2s�, juga /embaga 6Zadaya 1asiRnal dan 

/Rkal� 

%erbagai gerakan dan kesepakatan�kesepakatan internasiRnal dapat menunjukkan keinginan 

masyarakat untuk memberantas kRrupsi� *erakan masyarakat sipil (civil society) dan sektRr 

sZasta di tingkat internasiRnal patut diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang 

melaZan kRrupsi yang membaZa dampak negatiI rusaknya perikehidupan umat manusia� 

$da pendapat yang menyatakan bahZa salah satu kesulitan untuk memberantas kRrupsi adalah 

perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian kRrupsi� 2leh sebab itu, dengan berbagai 

pertimbangan, membuat daItar perbuatan�perbuatan yang dikategRrikan sebagai kRrupsi atau 

dengan kata lain bentuk�bentuk kRrupsi adalah lebih mudah� 'alam the Global Program Against 

Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit dinyatakan bahZa�

7here is no sinJle� coPSrehensiYe� XniYersall\ acceSWed definiWion oI corrXSWion. AWWePSWs 

Wo deYeloS sXch a definiWion inYariaEl\ encoXnWer leJal� criPinoloJical and� in Pan\ 

countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention 

aJainsW &orrXSWion EeJan in earl\ ����� one oSWion Xnder consideraWion was noW Wo define 

corrXSWion aW all EXW Wo lisW sSecific W\Ses or acWs oI corrXSWion �81O'&: �����.

%entuk�bentuk kRrupsi yang dinyatakan dalam dRkumen tersebut adalah mega kRrupsi dan 

kRrupsi keFil�keFilan (grand and petty corruption), kRrupsi aktiI dan pasiI (active and passive 

corruption), berbagai bentuk suap�menyuap (bribery), berbagai bentuk penggelapan dan 

penipuan �ePEe]]lePenW� WheIW and IraXd�, pemerasan (extortion), penyalahgunaan keZenangan 

atau diskresi (abuse of discretion), IavRritisme, nepRtisme dan pemberian perlindungan atau 

pelayanan khusus karena hubungan tertentu (favouritism, nepotism and clientelism), berbagai 

perilaku yang melahirkan kRnûik kepentingan �condXcW creaWinJ or e[SloiWinJ conûicWinJ inWeresWs�, 
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dan kRntribusi untuk kepentingan pRlitik yang tidak tepat (improper political contribution). 

8ntuk bentuk yang terakhir, biasanya dilakukan untuk kepentingan pRlitik saat kampanye atau 

pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun anggRta parlemen �812'&� 

������

DISKUSI

&Rba Farilah berbagai FRntRh bentuk kRrupsi yang disebut dalam dRkumen the Global 

Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit yang dibuat Rleh 

812'& tersebut, buatlah daItarnya, lalu diskusikanlah dengan dRsen dan rekan�rekan 

anda� $nda dapat menFarinya dari berbagai pengalaman yang pernah dirasakan Rleh 

anda sendiri, rekan�rekan atau keluarga anda�  

6elain dilakukan Rleh 3emerintah, menurut -eremy 3Rpe, agar strategi pemberantasan kRrupsi 

berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil� 8paya apapun yang dilakukan untuk 

mengembangkan strategi antikRrupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia�sia karena 

umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat kRrupsinya akan tinggi �3Rpe� 

������ 

$da berbagai maFam gerakan atau kerjasama internasiRnal untuk menFegah dan memberantas 

kRrupsi� *erakan dan kerjasama ini dilakukan baik seFara internasiRnal melalui 3erserikatan 

%angsa�%angsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama Rleh masyarakat sipil atau /embaga 

6Zadaya ,nternasiRnal �,nternatiRnal 1*2s�� 

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1.  Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) 

 6etiap � �lima� tahun, seFara regular 3erserikatan %angsa�%angsa (United Nations) 

menyelenggarakan .Rngres tentang 3enFegahan .ejahatan dan 3erlakuan terhadap 

3enjahat atau sering disebut United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment 

of Offenders� 3ada kesempatan pertama, .Rngres ini diadakan di *eneva pada tahun ����� 

6ampai saat ini kRngres 3%% ini telah terselenggara �� kali� .Rngres yang ke��� diadakan di 

6alvadRr pada bulan $pril ���� dan kRngres yang ke��� diadakan di 'Rha, 4atar� 

 'alam .Rngres 3%% ke��� yang diadakan di 9ienna �$ustria� pada tahun ����, isu 

mengenai .Rrupsi menjadi tRpik pembahasan yang utama� 'alam intrRduksi di baZah 

tema International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in 

Whe 7wenW\�firsW &enWXr\ dinyatakan bahZa tema kRrupsi telah lama menjadi priRritas 

pembahasan� 8ntuk itu the United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute �81,&5,� telah diperFaya untuk menyelenggarakan berbagai maFam workshop 

dalam rangka mempersiapkan bahan�bahan dalam rangka penyelenggaraan .Rngres 3%% 

ke��� yang diadakan di 9ienna tersebut�
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 'inyatakan dalam .Rngres 3%% ke��� bahZa perhatian perlu ditekankan pada apa yang 

dinamakan Top-Level Corruption� %erikut dapat dilihat pernyataan tersebut� 

 Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum 

oI YarioXs leYels and W\Ses oI irreJXlar EehaYior� inclXdinJ aEXse oI Sower� conûicW oI 

interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous 

type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or 

countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic 

development through a number of related factors: the misuse or waste of international 

aid� Xnfinished deYeloSPenW SroMecWs� discoYer\ and reSlacePenW oI corrXSW SoliWicians� 

leadinJ Wo SoliWical insWaEiliW\� and liYinJ sWandards rePaininJ Eelow Whe coXnWr\Ùs 

potential (10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 

of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).

 0elihat pernyataan di atas, masyarakat internasiRnal menganggap bahZa top-level 

corruption adalah jenis atau tipe kRrupsi yang paling berbahaya� .erusakan yang sangat 

besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis kRrupsi ini� ,a tersembunyi dalam suatu 

netZRrk atau jejaring yang tidak terlihat seFara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan 

kekuasaan, kRnûik kepentingan, pemerasan, nepRtisme, tribalisme, penipuan dan kRrupsi� 

7ipe kRrupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekRnRmi suatu negara, 

terutama negara berkembang� 'alam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan�

bantuan yang diperRleh dari dRnRr internasiRnal berpRtensi untuk dikRrupsi misalnya 

tidak selesainya atau tidak sesuainya prRyek yang dilakukan dengan dana dari dRnRr 

internasiRnal� $kibat kRrupsi, standar hidup masyarakat di negara�negara berkembang juga 

sangat rendah.

 'alam resRlusi ������ RI �� 'eFember ����, di baZah judul “Action against Corruption”, 

0ajelis 8mum 3%% menegaskan perlunya pengembangan strategi glRbal melaZan kRrupsi 

dan mengundang negara�negara anggRta 3%% untuk melakukan revieZ terhadap seluruh 

kebijakan serta peraturan perundang�undangan dRmestik masing�masing negara untuk 

menFegah dan melakukan kRntrRl terhadap kRrupsi� 

 3emberantasan kRrupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi�disiplin (multi-

disciplinary approach) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk 

dari kRrupsi dalam berbagai level atau tingkat� 3emberantasan juga dilakukan dengan 

mengeluarkan kebijakan penFegahan kRrupsi baik tingkat nasiRnal maupun internasiRnal, 

mengembangkan Fara atau praktek penFegahan serta memberikan FRntRh penFegahan 

kRrupsi yang eIektiI di berbagai negara� %eragam rekRmendasi baik untuk pemerintah, 

aparat penegak hukum, parlemen �'35�, sektRr privat dan masyarakat sipil (civil-society) 

juga dikembangkan�

 3elibatan lembaga�lembaga dRnRr yang pRtensial dapat membantu pemberantasan 

kRrupsi harus pula terus ditingkatkan� 3erhatian perlu diberikan pada Fara�Fara yang eIektiI 

untuk meningkatkan resikR kRrupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseRrang 

yang melakukan kRrupsi� .esemuanya harus disertai dengan a� kemauan pRlitik yang kuat 
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dari pemerintah (strong political will); b� adanya keseimbangan kekuasaan antara badan 

legislatiI, eksekutiI dan peradilan; F� pemberdayaaan masyarakat sipil; serta d� adanya 

media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses inIRrmasi pada publik� 

 'alam Global Program against Corruption dijelaskan bahZa kRrupsi dapat diklasifikasi 

dalam berbagai tingkatan� 6ebagai FRntRh kRrupsi dapat dibedakan menjadi petty 

corruption, survival corruption, dan grand corruption� 'engan ungkapan lain penyebab 

kRrupsi dibedakan menjadi corruption by need, by greed dan by chance� .Rrupsi dapat pula 

dibedakan menjadi ØeSisodicÙ dan Øs\sWePicÙ corrXSWion� 0asyarakat (rRpa menggunakan 

istilah ØsiPSleÙ and ØcoPSle[Ù corrXSWion� 0enurut tingkatan atau level�nya kRrupsi juga 

dibedakan menjadi street, business dan WoS SoliWical and financial corrXSWion� 'alam 

membahas isu kRrupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada prRses supply dan demand, 

karena kRrupsi melibatkan setidaknya � �dua� pihak� 6ebagai FRntRh, ada pihak yang 

menaZarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang 

lebih baik atau untuk mendapatkan kRntrak dan pihak yang disuap� 

DISKUSI

&Rbalah melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintahan 

Øtingkat tinggiÙ yang tertangkap melakukan kRrupsi� $nda juga dapat mendata berapa 

banyak isu kRrupsi yang diungkap Rleh media massa baik Fetak ataupun televisi 

yang ØhilangÙ dan tidak pernah terdengar lagi� 0engapa demikian" $nda dapat 

mendiskusikannya dengan dRsen dan teman�teman anda� 

7uliskan dan pertanyakan hal ini dalam sebuah artikel� $nda dapat mengirimkan artikel 

ini di mass media Fetak atau kRran baik lingkup lRkal maupun nasiRnal� $nda juga dapat 

mengikuti prRses pemilihan kepala daerah �3ilkada� di tempat anda tinggal� $nda dapat 

memRtret berbagai spanduk yang berisi janji�janji para FalRn kepala daerah� %enarkah 

janji�janji tersebut direalisasikan setelah mereka terpilih" $tau setelah terpilih, para 

kepala daerah ini melupakan janji�janji mereka� 'iskusikan hal ini dengan dRsen atau 

rekan�rekan anda, dan tuliskan Rpini anda mengenai hal ini dalam 0ajalah 'inding 

�0ading� di tempat anda kuliah atau memasukkannya menjadi sebuah artikel di 

kRran� 'engan demikian anda dapat menyumbangkan pengetahuan anda serta ikut 

menFerdaskan masyarakat akan bahaya kRrupsi�

2.  Bank Dunia (World Bank)

 6etelah tahun ����, tingkat kRrupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakRndisi dari 

bank dunia �baik :Rrld %ank maupun ,0)� memberikan pinjaman untuk negara�negara 

berkembang� 8ntuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption 
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DISKUSI

$da � �dua� maFam pendekatan untuk melaksanakan prRgram antikRrupsi� 'iskusikanlah 

dengan rekan�rekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik" $pa kelemahan 

dan kelebihan pendekatan dari baZah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (top-

down)" 0ana yang kira�kira lebih eIektiI untuk pemberantasan kRrupsi" $nda dapat 

menambahkan Rpini anda dan rekan�rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah 

menarik.

 2leh %ank 'unia, pendekatan untuk melaksanakan prRgram antikRrupsi dibedakan menjadi 

� �dua� yakni �+aarhuis � �����, pendekatan dari baZah (bottom-up) dan pendekatan dari 

atas (top-down). 

 3endekatan dari baZah berangkat dari � �lima� asumsi yakni a� semakin luas pemahaman 

atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan 

aZareness untuk memberantas kRrupis; b� network atau jejaring yang baik yang dibuat Rleh 

World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society)� 8ntuk itu 

perlu dikembangkan rasa saling perFaya serta memberdayakan mRdal sRsial (social capital) 

dari masyarakat; F� perlu penyediaan data mengenai eIesiensi dan eIektivitas pelayanan 

pemerintah melalui corruption diagnostics� 'engan penyediaan data dan pengetahuan 

yang luas mengenai prRblem kRrupsi, reIRrmasi administratiI�pRlitis dapat disusun seFara 

lebih baik� 3enyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya 

serta akibat buruk dari kRrupsi; d� pelatihan�pelatihan yang diberikan, yang diambil dari 

toolbox yang disediakan Rleh World Bank dapat membantu memperFepat pemberantasan 

kRrupsi� %ahan�bahan yang ada dalam toolbox harus dipilih sendiri Rleh negara di mana 

diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kRndisi masing�masing negara; 

dan e� renFana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikRnstruksi sendiri Rleh negara 

peserta, diharapkan akan memiliki trickle-down effect dalam arti masyarakat mengetahui 

pentingnya pemberantasan kRrupsi� 

Core Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai kRrupsi dan 

pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan kRrupsi, termasuk menyediakan sarana 

bagi negara�negara berkembang untuk mengembangkan renFana aksi nasiRnal untuk 

memberantas kRrupsi� 3rRgram yang dikembangkan Rleh %ank 'unia didasarkan pada 

premis bahZa untuk memberantas kRrupsi seFara eIektiI, perlu dibangun tanggung jaZab 

bersama berbagai lembaga dalam masyarakat� /embaga�lembaga yang harus dilibatkan 

diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog 

institution seperti public-auditor dan lembaga atau kRmisi pemberantasan kRrupsi, 

masyarakat sipil, media dan lembaga internasiRnal �+aarhuis� ������
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*ambar ���� 3erhatian perlu diberikan pada Fara�Fara yang eIektiI untuk meningkatkan resikR kRrupsi atau 
meningkatkan kemudahan menangkap seseRrang yang melakukan kRrupsi�

 8ntuk pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reIRrmasi di 

segala bidang baik hukum, pRlitik, ekRnRmi maupun administrasi pemeritahan� Corruption 

is a symptom of a weak state and weak institution �+aarhuis� �����, sehingga harus ditangani 

dengan Fara melakukan reIRrmasi di segala bidang� 3endidikan $ntikRrupsi adalah salah 

satu strategi atau pendekatan bottom-up yang dikembangkan Rleh World Bank untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kRrupsi�

3. OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

 6etelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada kRnvensi 3erserikatan %angsa�

%angsa �3%%� pada sekitar tahun �����an, 2(&', didukung Rleh 3%% mengambil langkah 

baru untuk memerangi kRrupsi di tingkat internasiRnal� 6ebuah badan pekerja atau working 

group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun ����� 

 3ada aZalnya kegiatan�kegiatan yang dilakukan 2(&' hanya melakukan perbandingan 

atau me�review kRnsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang 

tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta 

hukum administrasi. 

 3ada tahun ����, &onYenWion on %riEer\ oI )oreiJn 3XElic OIficial in InWernaWional %Xsiness 

Transaction disetujui� 7ujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk menFegah 

dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasiRnal� .Rnvensi ini 

menghimbau negara�negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman 

�pidana� bagi para pelaku serta kerjasama internasiRnal untuk menFegah tindak pidana 

suap dalam bidang ini� 6alah satu kelemahan dari kRnvensi ini adalah hanya mengatur 
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apa yang disebut dengan ÙacWiYe EriEer\Ù, ia tidak mengatur pihak yang pasiI atau Ùpihak 

penerimaÙ dalam tindak pidana suap� 3adahal dalam banyak kesempatan, justru mereka 

inilah yang aktiI berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu�

4.   Masyarakat Uni Eropa

 'i negara�negara 8ni (rRpa, gerakan pemberantasan kRrupsi seFara internasiRnal dimulai 

pada sekitar tahun ����� 7ahun ����, the Council of Europe Program against Corruption 

menerima kesepakatan pRlitik untuk memberantas kRrupsi dengan menjadikan isu ini 

sebagai agenda priRritas� 3emberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian 

bahZa� karena kRrupsi mempunyai banyak Zajah dan merupakan masalah yang kRmpleks 

dan rumit, maka pemberantasan kRrupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi�disiplin; 

monitoring yang eIektiI, dilakukan dengan kesungguhan dan kRmprehensiI serta diperlukan 

adanya ûeksibilitas dalam penerapan hukum �de 9el and &sRnka � ������ 

 3ada tahun ����, kRmisi menteri�menteri negara�negara (rRpa mengadRpsi �� Guiding 

Principles untuk memberantas kRrupsi, dengan mengidentifikasi area�area yang raZan 

kRrupsi dan meningkatkan Fara�Fara eIektiI dan strategi pemberantasannya� 3ada tahun 

���� dibentuk *5(&2 atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas negara anggRta memberantas kRrupsi� 6elanjutnya negara�negara 

8ni (rRpa mengadRpsi the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention 

on Corruption, dan Model &ode oI &ondXcW Ior 3XElic OIficials.

B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOS)

1.   Transparency International

 7ransparenFy ,nternatiRnal �7,� adalah sebuah Rrganisasi internasiRnal nRn�pemerintah 

yang memantau dan mempublikasikan hasil�hasil penelitian mengenai kRrupsi yang 

dilakukan Rleh kRrpRrasi dan kRrupsi pRlitik di tingkat internasiRnal� 6etiap tahunnya 7, 

menerbitkan ,ndeks 3ersepsi .Rrupsi serta daItar perbandingan kRrupsi di negara�negara 

di seluruh dunia� 7, berkantRr pusat di %erlin, -erman, didirikan pada sekitar bulan 0ei ���� 

melalui inisiatiI 3eter (igen, seRrang mantan direktur regiRnal %ank 'unia (World Bank). 

3ada tahun ����, 7, mengembangkan ,ndeks 3ersepsi .Rrupsi (Corruption Perception 

Index)� &3, membuat peringkat tentang prevalensi kRrupsi di berbagai negara, berdasarkan 

survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan Rpini masyarakat yang diterbitkan setiap 

tahun dan dilakukan hampir di ��� negara di dunia� &3, disusun dengan memberi nilai 

atau sFRre pada negara�negara mengenai tingkat kRrupsi dengan range nilai antara ����� 

1ilai �� adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara 

dianggap atau ditempatkan sebagai negara�negara yang tinggi angka kRrupsinya�

 %erikut ,ndeks 3ersepsi .Rrupsi (Corruption Perception Index) di ,ndRnesia yang dikeluarkan 

Rleh 7ransparenFy ,nternatiRnal�
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TAHUN SCORE CPI NOMOR/ PERINGKAT
JUMLAH NEGARA 

YANG DISurvei

���� ��� �� ���

���� ��� 122 133

���� ��� 133 ���

���� 2.2 ��� ���

���� 2.4 ��� ���

���� 2.3 143 ���

���� ��� ��� ���

���� ��� 111 ���

���� ��� ��� ���

���� ��� ��� ���

���� 3.2 ��� ���

���� 3.2 114 ���

���� 3.4 ��� ���

���� ��� �� ���

���� ��� �� ���

���� ��� �� ���

7abel  ��� 3Rsisi ,ndRnesia dalam ,ndeks 3ersepsi .Rrupsi 7,

6umber� Zebsite 7ransparenFy ,nternasiRnal

 'alam survei ini, setiap tahun umumnya ,ndRnesia menempati peringkat sangat buruk dan 

buruk� 1amun setelah tahun ����, nilai rapRr ini membaik sedikit demi sedikit� 7idak jelas 

IaktRr apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kRndisi kRrupsi seFara 

kualitatiI masih terlihat Fukup parah� &3, yang dikeluarkan Rleh 7, memang Fukup banyak 

menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metRdRlRgi, dianggap memperlakukan 

negara�negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara�

negara yang di�survei� 1amun di lain pihak, 7, juga banyak dipuji karena telah berupaya 

untuk melakukan survei dalam menyRrRti kRrupsi yang terjadi di banyak negara�

 3ada tahun ����, 7, mulai menerbitkan Bribe Payer Index �%3,� yang memberi peringkat 

negara�negara sesuai dengan prevalensi perusahaan�perusahaan multinasiRnal yang 

menaZarkan suap� 0isi utama 7, adalah menFiptakan perubahan menuju dunia yang 

bebas kRrupsi� 7, tidak seFara aktiI menginvestigasi kasus�kasus kRrupsi individual, 

namun hanya menjadi IasilitatRr dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di 

tingkat internasiRnal� +asil survei yang dilakukan Rleh 7ransparenFy ,nternatiRnal, karena 

diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap bahaya kRrupsi�

 7ransparenFy ,nternatiRnal memiliki kantRr perZakilan di ,ndRnesia yang berlRkasi di 

-akarta �7,,�� 7,,  melakukan berbagai riset tentang kRrupsi yang terjadi di ,ndRnesia� 6elain 
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itu, 7,, juga menjalankan berbagai prRgram dan�atau kegiatan serta melakukan kampanye 

antikRrupsi� 7,, memberikan IRkus pada isu economic governance, democratic governance, 

land base industries dan youth.

2.  Integrity Action

 Integrity Action atau pada Zaktu yang lalu dikenal dengan 7,5, (Making Integrity Work) 

adalah sebuah Rrganisasi independen internasiRnal nRn�pemerintah yang memiliki head-

oIfice di /RndRn, 8. dan memiliki kantRr perZakilan di beberapa negara� 'ulu perZakilan 

7,5, ini juga ada di -akarta� /embaga ini didirikan dengan keyakinan bahZa dengan 

pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan 

berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat terFapai� 0isi dari lembaga ini 

adalah memberikan kRntribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan 

mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia� /embaga ini berperan sebagai 

katalis dan inkubatRr untuk inRvasi baru dan pengembangan jaringan� 2rganisasi ini bekerja 

dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing 

keahlian dan ZaZasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis 

yang diperlukan untuk mengatasi kRrupsi dan memprRmRsikan integritas� /embaga ini 

seFara khusus memIRkuskan perhatiannya pada penFarian hubungan sebab akibat antara 

kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk� Integrity Action memiliki kantRr perZakilan 

di -erusalem, dan 5amallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di $mman, 

%ishkek, 1airRbi and <erevan�

 6alah satu prRgram yang dilakukan lembaga ini di ,ndRnesia pada Zaktu lalu  adalah 

dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum 3endidikan 

,ntegritas dan�atau 3endidikan $ntikRrupsi di perguruan tinggi� -aringan ini di ,ndRnesia 

disingkat dengan nama ,�,(1 yang kepanjangannya adalah Indonesian-Integrity Education 

Network� /embaga ini berkeyakinan bahZa dengan mengembangkan kurikulum 3endidikan 

,ntegritas dan�atau 3endidikan $ntikRrupsi, mahasisZa dapat mengetahui bahaya laten 

kRrupsi dan bersama�sama memberantas kRrupsi bagi masa depan bangsa�

DISKUSI

$nda dapat menanyakan pada dRsen atau pimpinan universitas, Iakultas atau prRgram 

studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi anggRta jejaring 

,�,(1" %ila institusi tempat anda kuliah belum menjadi anggRta ,�,(1, anda dapat 

mengusulkannya, sehingga anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta 

seFara aktiI memberantas kRrupsi dengan bergabung dengan jejaring ini� 6etidaknya 

sudah ada �� perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring ,�,(1�
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C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

1.   United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

 6alah satu instrumen internasiRnal yang sangat penting dalam rangka penFegahan dan 

pemberantasan kRrupsi adalah United Nations Convention against Corruption �81&$&� yang 

telah ditandatangani Rleh ��� negara dan diratifikasi Rleh ��� negara� 3enandatanganan 

pertama kali dilakukan di kRnvensi internasiRnal yang diselenggarakan di 0«rida, <uFat£n, 

0e[iFR, pada tanggal �� 2ktRber ����� .Rnvensi internasiRnal ini adalah satu�satunya 

instumen hukum tingkat internasiRnal dengan Fakupan universal untuk memerangi kRrupsi� 

.Rnvensi ini menetapkan kerangka hukum glRbal untuk memerangi kRrupsi melalui 

langkah�langkah penFegahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan asset (a global 

leJal IraPeworN Wo fiJhW aJainsW corrXSWion WhroXJh SreYenWion PeasXres� enIorcePenW 

actions of the law and the recovery of assets). 

 %eberapa kRnIerensi internasiRnal dalam kRnteks implementasi United Nations Convention 

against Corruption �81&$&� telah diselenggarakan dan dihadiri Rleh berbagai negara 

peserta kRnvensi di dunia diantaranya yakni  the Conference of the States Parties to the 

United Nations Convention against Corruption sesi pertama diselenggarakan di Amman 

pada ����� 'eFember ����, sesi kedua diselenggarakan di 1usa 'ua, ,ndRnesia pada �� 

-anuari�� )ebruari ����, sesi ketiga diadakan di 'Rha pada ���� 1Rpember ����, sesi 

keempat diselenggarakan di 0arrakeFh, pada ����� 2ktRber ���� dsb� 6esi terakhir atau 

sesi ketujuh diadakan di 9ienna, $ustria pada ���� 1Rpember �����

DISKUSI

8ntuk mengetahui apa saja yang dibiFarakan dalam kRnIerensi internasiRnal tersebut, 

anda dapat seFara aktiI menggunakan teknRlRgi internet dengan melakukan download 

materi atau substansi pembiFaraan dan materi kRnIerensi�

 %erikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam kRnvensi �

a� 0asalah 3enFegahan 

 7indak pidana kRrupsi dapat diberantas melalui %adan 3eradilan� 1amun menurut 

kRnvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan kRrupsi 

adalah masalah penFegahan kRrupsi� %ab yang terpenting dalam kRnvensi didedikasikan 

untuk penFegahan kRrupsi dengan mempertimbangkan sektRr publik maupun sektRr 

privat �sZasta�� 6alah satunya dengan mengembangkan mRdel kebijakan preventiI 

seperti �
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�� pembentukan badan antikRrupsi;

�� peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai 

pRlitik;

�� prRmRsi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;

�� rekrutmen atau penerimaan pelayan publik �pegaZai negeri� dilakukan berdasarkan 

prestasi;

�� adanya kRde etik yang ditujukan bagi pelayan publik �pegaZai negeri� dan mereka 

harus tunduk pada kRde etik tsb�;

�� transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;

�� penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegaZai negeri yang kRrup;

�� dibuatnya persyaratan�persyaratan khusus terutama pada sektRr publik yang sangat 

raZan seperti badan peradilan dan sektRr pengadaan publik;

�� prRmRsi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;

��� untuk penFegahan kRrupsi yang eIektiI, perlu upaya dan keikutsertaan dari selunruh 

kRmpRnen masyarakat; 

��� seruan kepada negara�negara untuk seFara aktiI memprRmRsikan keterlibatan 

Rrganisasi nRn�pemerintah �/60�1*2s� yang berbasis masyarakat, serta unsur�unsur 

lain dari civil society;

��� peningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap kRrupsi termasuk 

dampak buruk kRrupsi serta hal�hal yang dapat dilakukan Rleh masyarakat yang 

mengetahui telah terjadi 73 kRrupsi�

DISKUSI

'ari beberapa kRmpRnen yang diatur dalam United Nations Convention against 

Corruption �81&$&�, anda dapat mendata, kRmpRnen manakah yang sudah dan belum 

dilakukan Rleh ,ndRnesia� $pakah yang dilakukan Rleh ,ndRnesia telah berjalan dengan 

eIektiI" -ika belum diskusikanlah dengan rekan�rekan anda, apa yang dapat dilakukan 

untuk mengeIektiIkan kRmpRnen�kRmpRnen tersebut" %eberapa pertanyaan ini dapat 

digunakan sebagai bahan diskusi� 

6udah eIektiIkah kinerja lembaga pemberantasan kRrupsi di ,ndRnesia" 6udah 

transparankah pembiayaan kampanye dan prRses pemilu" %agaimana efisiensi serta 

transparansi pelayanan publik" $pakah masih banyak Øbiaya�biaya silumanÙ untuk 

mengurus surat�surat di /embaga 3emerintahan misal pembuatan .73, 6,0, $kta 

kelahiran, ,jin mendirikan %angunan �,0%�, 3emasangan /istrik atau 3'$0 dsb� $pakah 

rekruitmen penerimaan pegaZai negeri sudah transparan atau masih banyak kRlusi 

dan nepRtisme" $pakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai 
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standar kRde etik perilaku" $pakah sektRr pelayanan publik telah memiliki standar 

pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap anggRta masyarakat yang 

membutuhkan"  %agaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, 3erusahaan /istrik 

1egara �3/1�, 3erusahaan 'aerah $ir 0inum �3'$0�" %enarkah asuransi kesehatan 

bagi rakyat miskin memang disalurkan sebagimana mestinya" %erapa banyak jumlah 

yang dianggarkan Rleh $3%1 dan $3%'" %ila habis atau justru masih kurang, benarkan 

biaya tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya" 

%anyak bukan isu yang dapat anda diskusikan dengan rekan�rekan anda" $nda misalnya 

dapat membuat kuesiRner sederhana dan membagikannya kepada masyarakat, yang 

berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di daerah 

tempat anda tinggal.

b� .riminalisasi 

 +al penting lain yang diatur dalam kRnvensi adalah mengenai keZajiban negara 

untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategRrikan sebagai tindak 

pidana kRrupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang�undangan yang dapat 

memberikan hukuman �pidana� untuk berbagai tindak pidana kRrupsi� 

 +al ini ditujukan untuk negara�negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam 

hukum dRmestik di negaranya� 3erbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya 

pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang 

perdagangan, termasuk penyembunyian dan penFuFian uang (money laundring) hasil 

kRrupsi� .Rnvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi kRrupsi yang terjadi di sektRr 

swasta.

DISKUSI

&arilah data mengenai kasus�kasus kRrupsi yang dibaZa ke 3engadilan" %erapa banyak 

dari kasus tersebut yang diputus bebas dan berapa banyak yang diputus untuk dipidana" 

$pa alasan�alasan untuk kasus�kasus yang diputus bebas dan apa pula alasan diputus 

dipidana" 0anakah yang lebih banyak, yang diputus bebaskah atau yang diputus 

dipidana" 'iskusikan dengan dRsen dan teman�teman anda mengapa demikian"

F� .erjasama ,nternasiRnal

 .erjasama internasiRnal dalam rangka pemberantasan kRrupsi adalah salah satu hal yang 

diatur dalam kRnvensi� 1egara�negara yang menandatangani kRnvensi ini bersepakat 
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untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan kRrupsi, 

termasuk melakukan penFegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap 

pelaku kRrupsi� 1egara�negara yang menandatangani .Rnvensi juga bersepakat untuk 

memberikan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam mengumpulkan 

bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar� 1egara�

negara juga diharuskan untuk melakukan langkah�langkah yang akan mendukung 

penelusuran, penyitaan, dan pembekuan harta kekayaan hasil tindak pidana kRrupsi�

 6ebagai negara, ,ndRnesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur 

bantuan hukum timbal balik� ,ndRnesia misalnya telah mengesahkan 8ndang�8ndang 

1R� � 7ahun ���� tentang %antuan 7imbal %alik dalam 0asalah 3idana �Mutual Legal 

Assistance�0/$� yang menjadi ØpedRmanÙ atau Øketentuan payungÙ untuk melaksanakan 

perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara asing� %antuan hukum timbal 

balik merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang�

undangan 1egara 'iminta� $dapun bentuknya adalah � a� mengidentifikasi dan menFari 

Rrang; b� mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; F� menunjukkan dRkumen 

atau bentuk lainnya; d� mengupayakan kehadiran Rrang untuk memberikan keterangan 

atau membantu penyidikan; e� menyampaikan surat; I� melaksanakan permintaan 

penggeledahan dan penyitaan; g� perampasan hasil tindak pidana; h� memperRleh 

kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i� melarang 

transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang 

mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan 

tindak pidana; j� menFari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan 

untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan�

atau k� bentuk bantuan lainnya sesuai dengan undang�undang�

 6elain instrumen hukum tersebut, ,ndRnesia juga telah memiliki perjanjian bantuan 

hukum timbal balik dengan beberapa negara baik yang bersiIat bilateral maupun 

multilateral�  3erjanjian yang bersiIat multilateral misalnya dengan negara�negara $6($1 

dengan dilahirkannya 8ndang�8ndang 1RmRr �� 7ahun ���� tentang 3engesaan Treaty 

on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters �3erjanjian 7entang %antuan 7imbal %alik 

dalam 0asalah 3idana� yang diharapkan dapat mempermudah 3emerintah ,ndRnesia 

dalam melakukan bantuan hukum timbal balik dengan negara�negara dikaZasan 

$6($1� 6elain itu 3emerintah ,ndRnesia juga telah memiliki perjanjian bilateral dengan 

beberapa negara misalnya dengan $ustralia, 55&, .Rrea dll� ,ndRnesia juga telah memiliki 

beberapa perjanjian bilateral dengan beberapa negara tentang ekstradisi�

d� 3engembalian $set +asil .Rrupsi� 

 6alah satu prinsip dasar dalam kRnvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset�

aset hasil kRrupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain� +al ini merupakan 

isu penting bagi negara�negara berkembang yang tingkat kRrupsinya sangat tinggi� 

.ekayaan nasiRnal yang telah dijarah Rleh para kRruptRr harus dapat dikembalikan 

karena untuk melakukan rekRnstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara�negara 

berkembang, diperlukan sumber daya serta mRdal yang sangat besar� 0Rdal ini dapat 
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diperRleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperRleh dari hasil kRrupsi� 

8ntuk itu negara�negara yang menandatangani kRnvensi harus menyediakan aturan�

aturan serta prRsedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan 

prRsedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan�

DISKUSI

&arilah data berapa jumlah aset�aset negara yang telah dikRrupsi" %erapa banyak 

pula aset yang dapat dikembalikan pada negara" %ila aset�aset negara ini tidak dapat 

dikembalikan, apakah yang harus dilakukan" 'iskusikanlah hal ini dengan dRsen dan 

rekan�rekan anda�

ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTIKORUPSI BAGI INDONESIA

%angsa ,ndRnesia telah berupaya ikut aktiI mengambil bagian dalam masyarakat 

internasiRnal untuk menFegah dan memberantas kRrupsi dengan menandatangani 

.Rnvensi $ntikRrupsi pada tanggal �� 'esember ����� 3ada tanggal �� $pril ����, 

3emerintah ,ndRnesia dengan persetujuan '35 telah meratifikasi kRnvensi ini dengan 

mengesahkannya di dalam 8ndang�8ndang 1R� � 7ahun ����, /1 �� 7ahun ���� tentang 

3engesahan 8nited 1atiRns &RnventiRn against &RrruptiRn, ���� �.Rnvensi 3erserikatan 

%angsa�%angsa $ntikRrupsi, ������

3ada tanggal �� 1Rpember ����, dengan diikuti Rleh ��� peserta dari �� negara, di %ali 

telah diselenggarakan kRnIerensi tahunan kedua $sRsiasi ,nternasiRnal /embaga�/embaga 

$ntikRrupsi �the �nd $nual &RnIerenFe and *eneral 0eeting RI the ,nternatiRnal $ssRFiatiRn 

RI $nti�&RrruptiRn $uthRrities�,$$&$�� 'alam kRnIerensi internasiRnal ini, sebagai presiden 

kRnIerensi, -aksa $gung 5, diangkat menjadi executive member dari ,$$&$� 'alam 

kRnIerensi ini, lRbi ,$$&$ digunakan untuk mempengaruhi resRlusi negara pihak peserta 

kRnIerensi supaya memihak kepada upaya praktis dan kRnkrit dalam asset reFRvery melalui 

6t$5 (Stolen Asset Recovery) initiative� 3ada tanggal �� -anuari � � )ebruari ����, bertempat 

di 1usa 'ua, %ali, ,ndRnesia kembali menjadi tuan rumah kRnIerensi negara�negara peserta 

yang terikat 81&$&� 'alam kRnIerensi ini, ,ndRnesia berupaya mendRrRng pelaksanaan 

81&$& terkait dengan masalah mekanisme revieZ, asset recovery dan technical assistance 

guna mendukung pemberantasan kRrupsi di ,ndRnesia� 6elaku tuan rumah, ,ndRnesia 

berupaya memberikan kRntribusi seFara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung 

kepentingan ,ndRnesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama 

internasiRnal dalam pemberantasan kRrupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan 

�6upandji � ������

5atifikasi .Rnvensi $ntikRrupsi merupakan petunjuk yang merupakan kRmitmen nasiRnal 

untuk meningkatkan Fitra bangsa ,ndRnesia dalam perFaturan pRlitik internasiRnal� 'alam 
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3enjelasan 88 1R� � 7ahun ���� ditunjukkan arti penting dari ratifikasi .Rnvensi tersebut, 

yaitu �

�� untuk meningkatkan kerja sama internasiRnal khususnya dalam melaFak, membekukan, 

menyita, dan mengembalikan aset�aset hasil tindak pidana kRrupsi yang ditempatkan di 

luar negeri;

�� meningkatkan kerja sama internasiRnal dalam meZujudkan tata pemerintahan yang 

baik;

�� meningkatkan kerja sama internasiRnal dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, 

bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan prRses pidana, dan 

kerja sama penegakan hukum;

�� mendRrRng terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran inIRrmasi dalam penFegahan 

dan pemberantasan tindak pidana kRrupsi di baZah payung kerja sama pembangunan 

ekRnRmi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regiRnal, dan multilateral; serta

�� perlunya harmRnisasi peraturan perundang�undangan nasiRnal dalam penFegahan dan 

pemberantasan kRrupsi�

'engan telah diratifikasinya kRnvensi internasiRnal ini, maka pemerintah ,ndRnesia 

memiliki keZajiban untuk melaksanakan isi kRnvensi internasiRnal ini dan melapRrkan 

perkembangan penFegahan dan pemberantasan kRrupsi di ,ndRnesia�

$da beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan kRrupsi 

di tingkat internasiRnal� ,su tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak 

pidana kRrupsi, pertukaran tersangka, terdakZa maupun narapidana tindak pidana kRrupsi 

dengan negara�negara lain, juga kerjasama interpRl untuk melaFak pelaku dan mutual 

legal assistance di antara negara�negara� %eberapa negara masih menjadi surga untuk 

menyimpan aset hasil tindak pidana kRrupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai 

kerahasiaan bank�

2.  Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction 

&RnventiRn Rn %ribery RI )Rreign 3ubliF 2IfiFial in ,nternatiRnal %usiness 7ransaFtiRn adalah 

sebuah kRnvensi internasiRnal yang dipelRpRri Rleh 2(&'� .Rnvensi $nti 6uap ini menetapkan 

standar�standar hukum yang mengikat (legally binding) negara�negara peserta untuk 

mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis 

internasiRnal� .Rnvensi ini juga memberikan standar�standar atau langkah�langkah yang 

terkait yang harus dijalankan Rleh negara perserta sehingga isi kRnvensi akan dijalankan 

Rleh negara�negara peserta seFara eIektiI� 

 &onYenWion on %riEer\ oI )oreiJn 3XElic OIficial in InWernaWional %Xsiness 7ransacWion 

adalah kRnvensi internasiRnal pertama dan satu�satunya instrumen antikRrupsi yang 

memIRkuskan diri pada sisi ØsXSSl\Ù dari tindak pidana suap� $da �� negara anggRta 2(&' 

dan empat negara nRn�anggRta yakni $rgentina, %rasil, %ulgaria dan $Irika 6elatan yang 

telah meratifikasi dan mengadRpsi kRnvensi internasiRnal ini�
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D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

,ndia adalah salah satu negara demRkratis yang dapat dianggap Fukup sukses memerangi 

kRrupsi� 0eskipun kRrupsi masih Fukup banyak ditemui, dari daItar peringkat negara�

negara yang disurvei Rleh 7ransparenFy ,nternasiRnal �7,�, ,ndia menempati ranking lebih 

baik daripada ,ndRnesia� 3ada tahun ����, dari survei yang dilakukan Rleh 7,, ��� rakyat 

,ndia perFaya bahZa kRrupsi benar�benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri Rleh 

masyarakat yang di survei� 'i ,ndia, 3Rlisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang 

terkRrup diikuti Rleh 3engadilan dan /embaga 3ertanahan� 'ari survei 7,, pada tahun ����, 

,ndia menempati peringkat �� �sama kedudukannya dengan &hina dan %ra]il�� 3ada tahun yang 

sama, negara tetangga ,ndia seperti 6rilangka menempati peringkat ��, 3akistan peringkat ��� 

dan %angladesh peringkat ���� 3ada tahun ���� tersebut, ,ndRnesia menempati nRmRr ��� 

bersama�sama dengan *ambia, 5usia dan 7RgR dari ��� negara yang di survei� 3eringkat yang 

Fukup buruk jika dibandingkan dengan ,ndia yang sama�sama negara berkembang�

2leh .rishna .� 7ummala dinyatakan bahZa seFara teRretis kRrupsi yang bersiIat endemik 

banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau /ess 'eYeloSed &oXnWries �/'&s� 

�7ummala � ����� yang disebabkan karena beberapa hal yakni �

IW is Wheori]ed WhaW corrXSWion is endePic in Ior YarioXs reasons: XneTXal access Wo� and 

disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; public employment 

as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to 

correspond personal life patterns with public obligations and expectations; access to 

power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, 

mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral 

life styles; lack of community sense, and so on.

'engan mendasarkan pada pernyataan tersebut, 7ummala dalam kRnteks ,ndia, memaparkan 

beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan kRrupsi sulit untuk 

diberantas �7ummala� ����� yaitu�

�� $da � �dua� alasan mengapa seseRrang melakukan kRrupsi, alasan tersebut adalah 

kebutuhan (need) dan keserakahan (greed)� 8ntuk menjaZab alasan kebutuhan, maka salah 

satu Fara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegaZai pemerintah� 1amun 

Fara demikian juga tidak terlalu eIektiI, karena menurutnya keserakahan sudah diterima 

sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat� 0enurutnya greed is a part of prevailing cultural 

norms, and it becomes a habit when no stigma is attached. Mengutip dari the Santhanam 

&Rmmittee ia menyatakan bahZa � in Whe lonJ rXn� Whe fiJhW aJainsW corrXSWion will sXcceed 

only to the extent to which a favourable social climate is created� 'engan demikian iklim 

sRsial untuk memberantas kRrupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang 

buruk pada kRrupsi atau perilaku kRruptiI�

�� 0ateri hukum, peraturan perundang�undangan, regulasi atau kebijakan negara Fenderung 

berpRtensi kRruptiI, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan 

dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam� 3eraturan perundang�

undangan hanya sekedar menjadi huruI mati yang tidak memiliki rRh sama sekali�
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�� 0inimnya role-models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya 

political will dari pemerintah untuk memerangi kRrupsi�

�� .urangnya langkah�langkah kRnkret pemberantasan kRrupsi�

�� /ambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan 

lembaga netral yang independen untuk memberantas kRrupsi�

�� 6alah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan kRrupsi adalah perilaku sRsial yang 

tRleran terhadap kRrupsi� 6ulit memang untuk memIRrmulasi perilaku seperti kejujuran 

dalam peraturan perundang�undangan� .esulitan ini bertambah karena sebanyak apapun 

berbagai perilaku diatur dalam undang�undang, tidak akan banyak menRlRng selama 

masyarakat masih bersikap lunak dan tRleran terhadap kRrupsi�

DISKUSI

&Rbalah membandingkan situasi yang terjadi di ,ndia sebagaimana digambarkan Rleh 

7ummala dengan situasi riil yang terjadi di ,ndRnesia� %enarkah hal�hal sebagaimana 

digambarkan Rleh 7ummala juga terjadi di ,ndRnesia" %ila hal tersebut terjadi, 

pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di ,ndRnesia� 

6ebagai mahasisZa dan bagian dari elemen masyarakat, anda dapat melakukan 

investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku kRrupsi di sekitar 

anda� 3ikirkanlah ketika anda harus membayar Øbiaya ekstraÙ untuk pembuatan .73 

atau 6,0 atau anda terpaksa memberi amplRp karena akan ditilang Rleh 3Rlisi, anda 

ikut menumbuhsuburkan praktik kRrupsi di 1egara ini� $nda dapat mengambil sikap 

dengan mengatakan NO TO CORRUPTION �

.iranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kRndisi ,ndRnesia dan ,ndia 

yang sama�sama negara berkembang� ,ndia telah berhasil menaikkan peringkat negaranya 

sampai pada pRsisi yang Fukup baik, demikian pula ,ndRnesia� 8ntuk selanjutnya 7ummala 

menyatakan bahZa dengan melakukan pemberdayaan segenap kRmpRnen masyarakat, ,ndia 

terus Rptimis untuk memberantas kRrupsi� 

In Podern India� SoYerW\� insXIficienc\ and class conûicWs are slowl\ JiYinJ wa\ Wo a 

confidenW� inclXsiYe� ePSowered India. On Whe 7ransSarenc\ InWernaWionalÙs &orrXSWion 

Inde[� IndiaÙs SosiWion has iPSroYed siJnificanWl\� and hoSeIXll\ will conWinXe Wo do so. 

The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).

6elain ,ndia, salah satu lembaga pemberantasan kRrupsi yang Fukup sukses memberantas 

kRrupsi adalah ,ndependent Commission Against Corruption �,&$&� di +RngkRng� 7Rny .ZRk, 

mantan kRmisaris ,&$& �semaFam .3. di +RngkRng�, menyatakan bahZa salah satu kunFi sukses 

pemberantasan kRrupsi adalah adanya lembaga antikRrupsi yang berdedikasi, independen, 

dan bebas dari pRlitisasi� 6ebagaimana .3., lembaga ,&$& juga mendapat keFaman luas 

dari masyarakat di +Rng .Rng� 1amun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan 
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kemitraan bersama masyarakat akhirnya ,&$& mampu melaZan kejahatan kRrupsi seFara 

signifikan� )aktRr�IaktRr keberhasilan yang diFapai Rleh ,&$& dalam melaksanakan misinya 

adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jaZab langsung pada kepala 

pemerintahan� +al ini menyebabkan ,&$& bebas dari segala Fampur tangan pihak manapun 

pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus� 3rinsipnya pada saat lembaga ini menFurigai 

adanya dugaan kRrupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa keraguan �1ugrRhR � 

������ ,&$& juga melakukan kampanye antikRrupsi seFara besar�besaran dengan melibatkan 

0edia� ,klan layanan masyarakat dengan materi antikRrupsi ditayangkan dalam televisi 

kRmersial untuk menFegah dan mendidik masyarakat� 3rRsentase kesediaan masyarakat 

untuk melapRrkan kRrupsi di +RngkRng juga sangat tinggi dengan ketiadaan keraguan dari 

masyarakat untuk memberikan identitas dan kRntak yang dapat dihubungi sehingga kRrupsi 

dapat ditangani dengan baik �812'&� ������

*ambar ���� &ina dapat dikatakan sukses memberantas kRrupsi� 1egara lain di $sia yang bisa dikatakan sukses 
memerangi kRrupsi adalah 6ingapura dan +RngkRng� .edua pemerintah negara ini selama kurun Zaktu kurang lebih 
�� tahun telah dapat membuktikan pemberantasan kRrupsi dengan Fara menghukum pelaku kRrupsi dengan eIektiI 

tanpa memperhatikan status atau pRsisi seseRrang�

,&$& memiliki keZenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektRr pemerintahan dan 

sZasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan prRperti yang diduga hasil dari kRrupsi, 

memeriksa saksi, menahan dRkumen perjalanan tersangka melakukan Fegah tangkal agar 

tersangka tidak melarikan diri keluar negeri� ,&$& merupakan lembaga pertama di dunia yang 

merekam menggunakan videR terhadap investigasi semua tersangka kRrupsi� 6trategi yang 

ditempuh ,&$& +RngkRng dalam memberantas kRrupsi dijalankan melalui tiga Fabang kegiatan, 

yaitu penyelidikan, penFegahan, dan pendidikan� 0elalui pendidikan diharapkan masyarakat 

semakin paham peran mereka bahZa keikutsertaan mereka dalam memerangi kRrupsi merupakan 

kunFi utama keberhasilan pemberantasan kRrupsi �1ugrRhR� ������

6ebenarnya ada banyak kesamaan antara .3. dan ,&$& di +RngkRng� 3erbedaannya adalah pada 

sistem perekrutan pimpinan dan kRmisiRnernya� 'engan sistem perekrutan yang ada saat ini, 

.3. menurut +ibnu 1ugrRhR tidak mampu membebaskan diri dari pRlitisasi� 'engan perbedaan 

yang tipis ini, ditambah kRmitmen pemerintah yang tidak kRmpak dalam memandang pentingnya 

pemberantasan kRrupsi, ternyata output�nya sangat jauh berbeda� 3ermasalahan perekrutan 

kRmisiRner .3. melalui fiW and SroSer WesW di '35 membuka kemungkinan masuknya kepentingan 

dan pRlitisasi� 3enjaringan melalui uji kelayakan di '35 pada satu sisi diharapkan mampu 

menemukan sRsRk pejabat .3. yang tidak mudah grRgi berhadapan dengan anggRta '35, namun 

di sisi lain munFulnya lRbi�lRbi pRlitik menjadi terbuka �1ugrRhR � ������ 
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6alah satu negara yang juga Fukup menarik untuk dipelajari adalah &ina� :alaupun diperintah 

dengan tangan besi Rleh partai kRmunis, &ina dapat dikatakan sukses memberantas kRrupsi� 

1egara lain di $sia yang bisa dikatakan sukses memerangi kRrupsi adalah 6ingapura dan 

+RngkRng� .edua pemerintah negara ini selama kurun Zaktu kurang lebih �� tahun telah dapat 

membuktikan pemberantasan kRrupsi dengan Fara menghukum pelaku kRrupsi dengan eIektiI 

tanpa memperhatikan status atau pRsisi seseRrang�

6ampai saat ini keberhasilan .3. di tingkat penuntutan menFapai ����, dimana seluruh perkara 

yang ditangani berhasil dibuktikan di pengadilan� %ila dibandingkan, dalam kurun Zaktu lebih dari 

�� tahun, )ilipina dengan lembaga 2mbudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja 

�%hattarai� ������ &ukup membanggakan bukan" 1amun, kinerja .3. tetap harus ditingkatkan, 

mengingat kuantitas serta mRdus kRrupsi semakin meningkat dan beragam�

DISKUSI

'i beberapa negara, salah satu Fara untuk menghukum kRruptRr adalah dengan 

memberlakukan pidana mati� 5ibuan peti mati disiapkan Rleh pemerintah &ina dalam 

rangka mempersiapkan pelaku kRruptRr yang dihukum mati Rleh pengadilan" 6etujukah 

anda terhadap metRde ini" 'iskusikanlah dengan dRsen dan teman�teman anda�
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Prof. Nanang T. Puspito adalah perintis dan pengampu mata kuliah 

3endidikan $ntikRrupsi di ,nstitut 7eknRlRgi %andung �,7%� sejak tahun 

���� serta narasumber 3endidikan $ntikRrupsi untuk 3erguruan 7inggi, 

.emenristekdikti sejak tahun ����� *uru besar 6eismRlRgi di )akultas 

7eknik 3ertambangan dan 3erminyakan ,7% ini menyelesaikan pendidikan 

6� dari ,7% ������, 6� dari +irRsaki 8niversity -epang ������, dan 6� dari the 

8niversity RI 7RkyR -epang ������� 3rRIesRr yang menekuni riset tentang 

gempa dan tsunami ini di ,7% mendapat tugas sebagai .etua .Rmisi 

3enegakan 1Rrma $kademik dan .emahasisZaan sejak tahun ����, .etua 

.elRmpRk .eahlian *eRfisika *lRbal sejak tahun ���� dan .etua .Rmisi 

.egurubesaran, )Rrum *uru %esar sejak tahun ����� 

 Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum, *uru %esar )ak�+ukum 8niversitas 

-enderal 6Redirman 3urZRkertR, 6eniRr $ntiFRrruptiRn ,nstruFtRr %adan 

1asiRnal  6ertifikasi � .3. 6ejak ����, 3endidikan 6� di )+ 8nsRed 

3urZRkertR �����������; 6� )+ 8niversitas ,ndRnesia �����������; 6� 8ndip 

6emarang ������������ $ktiI menulis di 0edia 0asa antara lain 6uara 

0erdeka dan .edaulatan rakyat dan  0enulis buku berjudul � %unga 5ampai 

3enegakan +ukum di ,ndRnesia ������, ,ntegralisasi 3enyidikan 7ipikRr 'i 

,ndRnesia ������, 2ptimalisasi 3enFegahan 7ipikRr di ,ndRnesia �������  

0emprRleh +ak .ekayaan ,ntelektual �+.,� untuk 0Rdel 3enFegahan 

7indak 3idana .Rrupsi 'alam 8paya 0enuju ,ndRnesia %ebas .Rrupsi 

�+., ������, �����������; 0Rdel 3enyidikan 7indak 3iana 3enFuFian 8ang 

'ari +asil 7indak 3idana .Rrupsi �+., ������, �� 0ei ����� dan 0Rdel 

3enFegahan 3eredaran 1arkRtika di kalangan 1arapidana �+., ���������, 

��  1Rvember ������

%,2*5$), 6,1*.$7
7,0 3(1<8681

Yusuf Kurniadi, S.Sn. MM. lahir di 0alang, �� 2ktRber ����, adalah penggiat 

integritas dan antikRrupsi, mengajar mata kuliah pendidikan antikRrupsi di 

8niversitas 3aramadina sejak tahun ����� %elajar integritas di 7iri ,ntegrity 

6FhRRl, &entral (urRpean 8niversity RI %udapest, +ungaria, serta sebagai 

%Rard RI 1atiRnal &RunFil pada ,ndRnesia�,ntegrity (duFatiRn 1etZRrk 

�,�,(1��  6ehari�hari lulusan 6eni 5upa ,7% dan 3aramadina *raduate 6FhRRl 

RI %usiness ini merupakan 'Rsen 7etap pada 3rRgram 6tudi 'esain 3rRduk 

,ndustri 8niversitas 3aramadina�  0empunyai prRgram � -am 0engenal 

$ntikRrupsi bagi sisZa 60$ dan 0ahasisZa %aru, selain itu juga banyak 

berkeFimpung di sektRr industri dan ekRnRmi kreatI, selain sebagai 

mRtivatRr dan master trainer untuk kegiatan leadership bagi anak�anak 

muda.
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Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum adalah staI 3engajar 

)akultas +ukum dan .Rmunikasi 8nika 6Regijapranata� 'Rsen ini lahir 

di -akarta pada bulan 2ktRber ���� dan menyelesaikan 3rRgram 'RktRr 

�6���nya di 8niversitas 'ipRnegRrR�  %eberapa beasisZa untuk pelatihan 

akademik yang diikuti adalah training antikRrupsi di ,66, the +ague, the 

1etherlands ������, training /eadership and ,ntegrity di &entral (urRpean 

8niversity, %udapest, +ungary ������ dan training tentang 6RFiR�/egal�

6tudies dan 3erlindungan terhadap 0asyarakat $dat di /eiden 8niversity, 

the 1etherlands ������� 'i tahun ���������, ia menjadi 8nited %Rard 

)ellRZ dan mengikuti training +igher (duFatiRn /eadership di %RstRn 

&Rllege, 0assaFhussets, 86$ dan 7unghai 8niversity, 7aiZan� 6ebelum 

menjadi 'ekan, 'r� 0arFella (lZina 6imandjuntak, 6+�, &1�, 0�+um pernah 

menjadi :akil 5ektRr ,9 %idang 3engembangan dan .erjasama di 8nika 

6Regijapranata� 6ejak �����sekarang, yang bersangkutan aktiI menjadi 

7rainer 3endidikan antikRrupsi�

DR. Indah S Utari, SH MHUM, lahir �� -anuari ���� di  .abupaten 7uban -aZa 

7imur� 3engampu mata kuliah (tika 3rRIesi +ukum dan )ilsaIat +ukum 

pada )akultas +ukum 8niversitas 1egeri 6emarang, disamping mata kuliah  

.riminRlRgi, sebagai  habitat keilmuan penulis ketika  masih 6trata � dan 

�� 0enamatkan 3rRgram 'RktRr ,lmu +ukum  8niversitas 'ipRnegRrR  di 

tahun ����� 6elain menjadi dRsen tetap )akultas +ukum 811(6 tahun 

���� sampai sekarang yang juga  mengampu beberapa  mata kuliah untuk 

3rRgram 3asFasarjana 8nnes dan  di beberapa  )akultas +ukum   8niversitas  

6Zasta  di 6emarang, 6urakarta dan 6urabaya�    $nggRta  7im  3enulis %uku  

3endidikan $nti .Rrupsi  bagi 3erguruan 7inggi, sejak tahun ���� dan  sejak 

tahun  ���� sampai sekarang  telah menjadi  narasumber  dalam 727 bagi 

pengampu mata kuliah 3endidikan $nti .Rrupsi bagi 3erguruan 7inggi  se 

,ndRnesia�

Asriana Issa Sofia, MA adalah dRsen pada prRgram studi +ubungan 

,nternasiRnal 8niversitas 3aramadina yang menamatkan pendidikan 6� 

di 8*0 dan 6� di $iFhi *akuin 8niversity, 1agRya, -epang� 0engaZali 

kiprahnya dalam bidang pendidikan $ntikRrupsi pada tahun ���� 

saat menjadi kRRrdinatRr matakuliah Zajib $ntikRrupsi di 8niversitas 

3aramadina� 6ejak itu aktiI menjadi penggiat $ntikRrupsi, terlibat dalam 

berbagai aktifitas pengembangan pendidikan, karya�karya akademis 

maupun pelatihan�pelatihan $ntikRrupsi� 0emperRleh 6ertifikasi 3enyuluh 

$ntikRrupsi dari .3.�5, pada �����
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Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. /ahir di %andung, �� $gustus ����, 

adalah 'Rsen di )akultas +ukum 8niversitas 3adjadjaran sejak tahun 

�����  $dapun riZayat pendidikan menamatkan prRgram studi  6� ,lmu 

+ukum pada   )akultas +ukum 8niversitas 3adjadjaran, dan menyelesaikan 

prRgram studi 6� dan 6� pada 3rRgram 3asFasarjana 8niversitas 

3adjadjaran� 'engan kepakaran bidang +ukum .etenagakerjaan, dan 

merupakan partisipan dan nara sumber�IasilitatRr dalam 3endidikan 

$ntikRrupsi bagi perguruan tinggi sejak 7ahun �����   

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., lahir di 0alang �� 2ktRber ���� adalah 

'Rsen )akultas +ukum 8niversitas -ember sejak 7ahun ����� 0enempuh 

pendidikan 6� ,lmu +ukumdi )akultas +ukum 8nversitas -ember dan 6� di 

3rRgram 3asFa 6arjana 8niversitas 'ipRnegRrR� 3ada saat ini mengajar di 

prRgram studi 6� ,lmu +ukum dan sebagai .etua /abRratRrium 3eradilan�  

0ata kuliah yang diampu adalah 3engantar +ukum ,ndRnesia, +ukum 

3idana, 3raktik 3eradilan 3idana, 0ediasi 3enal dan 7indak 3idana .Rrupsi 

dan 3ajak�  

Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., adalah dRsen di )akultas +ukum 

8niversitas ,ndRnesia, sehari�hari mengasuh mata kuliah +ukum 3idana, 

7indak 3idana .Rrupsi, dan 7indak 3idana (kRnRmi� 3eFinta Rlah raga sepak 

bRla dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya Rleh berbagai lembaga 

penegak hukum serta media massa maupun elektrRnik� 3engetahuannya 

yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya kRmunikasinya yang sangat 

enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran 

3ekalRngan ini adalah Rrang yang berintegritas tinggi dan menjunjung 

tinggi nilai�nilai akademis� 6aat ini *andjar menjadi ketua berbagai 

lembaga studi di dalam maupun di luar kampus�

Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng.(Hons.), MRAeS, adalah dRsen tetap 

)akultas 7eknik 0esin dan 'irgantara �)70'�, ,nstitut 7eknRlRgi %andung 

�,7%�� 6ejak tahun ����, telah menjadi pengampu�kRRrdinatRr  mata 

kuliah 3endidikan $nti .Rrupsi �3$.� ,7% serta narasumber pendidikan 

anti kRrupsi di berbagai instansi dan .Rmisi 3emberantasan .Rrupsi �.3.�� 

3ria berdarah 7Rraja dan 'RktRr lulusan 8niversity RI 6RuthamptRn dan 

%(ng� /ulusan 8niversity RI 0anFhester ini adalah ahli aerRdinamika dan 

teknRlRgi pertahanan, dengan pengalaman industri dalam�luar negeri dan 

terlibat dalam prRgram pengembangan pesaZat tempur .)�;�,)�;� 3ria 

dengan nasiRnalisme tinggi, saat ini menjabat sebagai 'ekan )akultas 

7eknRlRgi 3ertahanan, 8niversitas 3ertahanan, .ementerian 3ertahanan 

5epublik ,ndRnesia�
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